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PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT. AMONG MITRABAKTI UTAMA
TENTANG
PENYEDIAAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN KEBERSIHAN
NOMOR: 100 /PKS/DIR/RSMU/1/2024
NOMOR: 005/PKS-AMU/LGL/1/2024

Pada hari ini, Senin tanggal 01 (01-01-2024) Januari 2024 (dua ribu dua puluh empat), bertempat di
Surabaya, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA, suatu Rumah Sakit Khusus Mata Kelas B yang didirikan
berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh dr.
Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K), selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan
Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan, Nomor:
074/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya,
tertanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 (dua ribu dua puluh), oleh karenanya sah bertindak untuk
dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Undaan Kulon
Nomor 17-19, Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Surat
Keterangan Domisili Usaha Nomor: 000/13/436.9.7.5/2023. Selanjutnya disebut sebagai, “PIHAK
KESATU".

2. PT. AMONG MITRABAKTI UTAMA, yang dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh Bagus Nur
Rendra, selaku Direktur PT. Among Mitrabakti Utama, yang Anggaran Dasarnya termuat dalam Akta
Pendirian Perseroan Terbatas PT. Among Mitrabakti Utama No. 125, Tanggal 12 (dua belas) Agustus
1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) yang dibuat dihadapan Notaris Ny. H. Asmin Arifin A.
Latif S., Notaris di Jakarta, yang telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir termuat
dalam Akta Keputusan Sirkuler No. 25 tanggal 25 (dua puluh lima) April 2016 (dua ribu enam belas)
yang dibuat dihadapan Notaris Zuairia Karim, S. H, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor: AHU-0008454.AH.01.02, tanggal 03
Mei 2076. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama PT. Among Mitrabakti Utama, yang
berkedudukan di  Sidoarjo, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha, Nomor:
145/767/404.8.6.1/2017, tertanggal 24 Agustus 2017. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

- PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.
- PARA PIHAK dalam kapasitasnya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-
hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Rumah Sakit Khusus Mata Tipe B, pemegang Surat Izin
Operasional Rumah Sakit nomor: P2T/2/03.23/02/111/2018, tertanggal 20 Maret 2018;

b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang
penyediaan jasa tenaga kerja layanan umum, pemegang Surat Izin Operasional Perusahaan
Penyedia Jasa Pekerja/Buruh nomor: P2T/189/08.03/02/X1/2017, tertanggal 10 November 2017,

c. Bahwa untuk mendukung kegiatan operasional PIHAK KESATU, PIHAK KESATU membutuhkan
tenaga cleaning service untuk menjaga kebersihan lingkungannya;

d. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki kemampuan dan sumber daya profesional untuk mengelola
kebersihan yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU;
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e. Bahwa pada sebelumnya PARA PIHAK telah melakukan kerjasama yang tertuang pada
Perjanjian Kerjasama nomor: 216/PKS/DIR/RSMU/1/2023 dan 012/PKS-AMU/I/2023 yang telah
berakhir pada tanggal 1 (satu) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini PARA PIHAK telah setuju dan sepakat serta mengikatkan
diri dalam Perjanjian Penyediaan Petugas Kebersihan dan Pengelolaan Kebersihan untuk selanjutnya
disebut "Perjanjian®, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan di dalam Pasal-
Pasal sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan Perjanjian diantara PARA PIHAK
dalam penyediaan petugas kebersihan, yang akan disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan
kebutuhan PIHAK KESATU.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

(1) PIHAK KESATU bersedia untuk menggunakan jasa PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA sanggup dan
bersedia untuk memberikan jasa kepada PIHAK KESATU, berupa penyediaan petugas kebersihan dan
pengelolaan kebersihan di lingkungan PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA akan menyediakan tenaga kerja, chemical dan peralatan yang dibutuhkan dalam
proses pelaksanaan pekerjaan (jumlah tenaga kerja, chemical, dan peralatan terlampir).

(3) PIHAK KEDUA bersedia untuk mengelola kebersihan sehingga tercapai standar bersih di lingkungan
PIHAK KESATU.

PASAL 3
PELAKSANAAN PEKERJAAN

(1) Pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang
dicantumkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK), kecuali apabila terjadi Force Majeure sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian.

(2) Mengingat operasional Perusahaan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA akan menempatkan sejumlah
tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU 24
(dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan jumlah tenaga kerja sesuai dengan
yang terlampir.

(3) Setiap harinya tenaga kerja PIHAK KEDUA membersihkan seluruh area Rumah Sakit Mata Undaan
Surabaya.

(4) PIHAK KEDUA mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja PIHAK KESATU
secara berkesinambungan.

(6) PIHAK KEDUA melakukan pengawasan kualitas hasil pekerjaan tenaga kerja PIHAK KEDUA yang
ditempatkan di area PIHAK KESATU.

(6) Dalam rangka pengawasan pekerja, PIHAK KESATU berhak meminta PIHAK KEDUA untuk melakukan
pengawasan dan mengambil tindakan kepada pekerja yang melakukan pelanggaran ketentuan
termasuk pelanggaran disiplin dan ketentuan perusahaan yang berlaku di tempat PIHAK KESATU.

(7) PIHAK KEDUA wajib segera melakukan penggantian pekerja paling lambat 14 (empat belas) hari
kalender setelah menerima pelaporan tertulis yang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
mengenai adanya pelanggaran ketentuan tata tertib dan disiplin kerja yang dilakukan oleh pekerja.
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PASAL 4
STATUS TENAGA KERJA

Tenaga kerja yang dipekerjakan di tempat PIHAK KESATU adalah karyawan PIHAK KEDUA yang terikat
dan memiliki hubungan hukum ketenagakerjaan dengan PIHAK KEDUA.
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PASAL §
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 01 (satu)
Januari 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua
ribu dua puluh empat).

Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang
tercantum pada ayat (1) berakhir, Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk
memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini
wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari setelah diterimanya
pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang
diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap diperpanjang.

PASAL 6
KETENTUAN PEKERJAAN TENAGA KERJA

Jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh PIHAK KEDUA adalah sesuai dengan permintaan PIHAK

KESATU. Penyesuaian jumlah tenaga kerja akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Lokasi penempatan tenaga kerja PIHAK KEDUA adalah di tempat PIHAK KESATU, yang akan diatur

lebih lanjut oleh PIHAK KESATU.

Waktu kerja tenaga kerja PIHAK KEDUA yang ada di tempat PIHAK KESATU adalah mengikuti jam

kerja yang berlaku di tempat PIHAK KESATU.

Tenaga kerja PIHAK KEDUA wajib untuk mematuhi segala peraturan tata tertib yang berlaku di

lingkungan kerja, tidak terbatas pada:

a. Mencegah terjadinya kebakaran, antara lain dengan menaati larangan merokok di seluruh area
PIHAK KESATU;

b. Berpakaian seragam kerja dan bertingkah laku sopan dan santun;

c. Memakai perlengkapan kerja dan alat keselamatan kerja yang telah disediakan oleh PIHAK
KESATU;

d. Memakai tanda pengenal yang diberikan oleh PIHAK KESATU selama berada di area lingkungan
PIHAK KESATU;

e. Menaati larangan masuk di tempat-tempat lain selain yang ditentukan menurut Perjanjian ini;

Menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan di tempat PIHAK KESATU;

Apabila tenaga kerja menemukan barang temuan, maka tenaga kerja wajib untuk menyerahkan

barang temuan kepada PIHAK KESATU;

h. Ketentuan lain yang berlaku secara umum dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Tenaga kerja yang ditempatkan di tempat PIHAK KESATU yang telah bekerja lebih dari 1 (satu) tahun

memiliki hak cuti sebanyak 12 (dua belas) hari dalam setahun, yang dapat diambil dan dipergunakan

oleh tenaga kerja PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA wajib menjamin bahwa operasional pengelolaan kebersihan di lingkungan PIHAK

KESATU tidak terganggu selama tenaga kerja PIHAK KEDUA melakukan hak cutinya.

Q
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PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU, meliputi:
a. PIHAK KESATU berhak meminta penggantian tenaga kerja, apabila:

c.

1.

Tenaga kerja yang ditempatkan di tempat PIHAK KESATU menurut hasil penilaian dan
evaluasi kompetensi kerja serta kinerjanya, tidak memenuhi standar yang telah disepakati
oleh PARA PIHAK selama 2 (dua) kali penilaian kerja;
Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan/atau budaya kerja dan/atau peraturan
perusahaan PIHAK KESATU, telah diberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis
yang disampaikan secara patut dan layak, dan telah diinformasikan kepada PIHAK KEDUA;
Berperilaku dan berkelakuan tidak patut, baik kepada karyawan dan/atau pelanggan PIHAK
KESATU, baik dinilai dari kesusilaan maupun keagamaan (bertentangan dengan peraturan
perundangan, ketertiban umum, dan kesusilaan); dan
Pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam angka 3 (tiga) di atas harus dapat dibuktikan
dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA sehubungan
dengan pelanggaran dan/atau kesalahan berat tersebut sebelum permintaan penggantian
tenaga kerja diajukan.
Penggantian tenaga kerja sebagaimana ditentukan dalam huruf (a) angka 4 (empat), wajib
dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah
pemberitahuan tertulis dari PIHAK KESATU diterima; dan
Memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA karena PIHAK KEDUA tidak melaksanakan
kewajibannya sesuai dengan yang tercantum di dalam Perjanjian ini.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU, meliputi:

a.

b.

d.

Membayar segala biaya yang timbul yang telah disepakati oleh PARA PIHAK di dalam Perjanjian
ini kepada PIHAK KEDUA.

Menyediakan perlengkapan dan kebutuhan tenaga kerja PIHAK KEDUA dalam melaksanakan
pekerjaannya di tempat PIHAK KESATU.

Tanpa mengurangi ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian ini, apabila aktivitas kerja di tempat
PIHAK KESATU mulai berkurang, sehingga menurut PIHAK KESATU perlu diadakan
pengurangan tenaga kerja, maka PIHAK KESATU wajib untuk memberikan pemberitahuan
secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum
waktu efektif penarikan tenaga kerja dilakukan oleh PIHAK KEDUA; dan

Melaksanakan kewajibannya yang timbul atas Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA, meliputi:

a.

b.

Menerima pembayaran dari PIHAK KESATU atas biaya yang timbul yang telah disepakati oleh
PARA PIHAK di dalam Perjanjian ini; dan
Mendapatkan informasi secara jelas terkait pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA, meliputi:

a. Melakukan pengelolaan kebersihan di area lingkungan PIHAK KESATU;

b. Melakukan seleksi atas tenaga kerja yang akan di tempatkan di PIHAK KESATU sesuai dengan
persyaratan yang diajukan oleh PIHAK KESATU;

c. Melaksanakan pekerjaannya sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini dengan penuh
rasa tanggungjawab dan memenuhi standar mutu yang ditetapkan, sehingga diperoleh
produktivitas dan tingkat pelayanan yang tinggi;

d. Apabila pada hari-hari tertentu PIHAK KESATU membutuhkan tenaga kerja melampaui jam kerja
efektif atau pada hari libur yang telah diatur oleh PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib
untuk menyediakan tenaga kerja dengan ketentuan untuk tambahan jam kerja tersebut akan
diperhitungkan tambahan biaya untuk kerja lembur sesuai dengan dasar perhitungan upah
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lembur sesuai dengan kesepakatan. Perhitungan tersebut akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU

berdasarkan kuitansi resmi yang diperhitungkan setiap akhir bulan, dan akan dibayarkan

bersamaan dengan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;

e. Apabila pada hari-hari tertentu PIHAK KESATU membutuhkan tenaga kerja melebihi dari jumlah
yang telah disepakati oleh PARA PIHAK, maka PIHAK KEDUA wajib untuk menyediakan tenaga
kerja dengan ketentuan untuk tambahan tenaga kerja tersebut akan diperhitungkan sesuai
dengan pekerjaan tenaga kerja tersebut per hari, akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU
berdasarkan kuitansi resmi yang diperhitungkan setiap akhir bulan, dan akan dibayarkan
bersamaan dengan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;

f.  PIHAK KEDUA wajib menyediakan tenaga kerja pada hari libur yang telah diatur oleh PIHAK
KESATU dengan ketentuan perhitungan upah lembur yang diatur sesuai kesepakatan serta
perhitungan tersebut akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU berdasarkan kuitansi resmi yang
diperhitungkan setiap akhir bulan, dan akan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran biaya
sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;

g. Apabila tenaga kerja berhalangan hadir atau tidak masuk kerja, PIHAK KEDUA waijib
menyediakan penggantinya pada hari yang sama dan/atau dengan kesepakatan PARA PIHAK;

h. Bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan pada bagian gedung, perlengkapan dan/atau
peralatan kerja dan/atau peralatan gedung dan/atau fasilitas PIHAK KESATU yang diakibatkan
kesalahan cara kerja atau kelalaian tenaga kerja, dan wajib untuk memperbaiki atau mengganti
dengan jenis yang sama atas biayanya sendiri;

i.  Bertanggungjawab dan wajib memberikan ganti rugi apabila terjadi pencurian dan/atau
penggelapan terhadap barang-barang milik PIHAK KESATU yang dilakukan oleh tenaga kerjanya;

J- Menyerahkan salinan Perjanjian Kerjasama dengan tenaga kerja, daftar nama, dan alamat
tenaga kerja beserta salinan Kartu Tanda Penduduk dan pas foto 4x6em;

k. Membayarkan upah dan komponen lainnya dari biaya tenaga kerja yang merupakan hak tenaga
kerja yang ditempatkan di PIHAK KESATU sesuai kesepakatan PARA PIHAK;

. Menyerahkan bukti pembayaran pajak kepada PIHAK KESATU;

m. Apabila tenaga kerja PIHAK KEDUA mengalami kecelakaan kerja, hal itu sepenuhnya menjadi
tanggungjawab PIHAK KEDUA;

n. Mengikutsertakan tenaga kerja yang ditempatkan di PIHAK KESATU dalam program Jaminan
Sosial yang diselenggarakan Jaminan Sosial, terkait dengan hal tersebut di atas, maka:

1. PIHAK KEDUA wajib untuk menyerahkan salinan tanda bukti pembayaran iuran program
BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan, berikut daftar nama tenaga kerja yang
diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial kepada PIHAK KESATU setiap bulannya; dan

2. Menyerahkan salinan Kartu Peserta BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan kepada PIHAK
KESATU.

0. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku;

p. Memberikan laporan rutin atas perkembangan, monitoring, dan evaluasi kerja atas tenaga kerja
kepada PIHAK KESATU setiap bulannya;

g. Membebaskan PIHAK KESATU dari segala permasalahan tuntutan hukum yang muncul sebagai
akibat pelaksanaan hubungan kerja antara PIHAK KEDUA dengan tenaga kerja yang
dipekerjakan di tempat PIHAK KESATU; dan

r.  Mengadakan pelatihan sebanyak 6x (enam kali) selama masa Perjanjian ini.

s.  PIHAK KEDUA menyediakan fasilitas gratis untuk pembersihan kaca luar untuk semua Gedung
sebanyak 1 (satu) kali setahun. Jika ada permintaan pembersihan kaca dan dinding alcobound
dari PIHAK KESATU (diluar fasilitas gratis dari PIHAK KEDUA), maka akan muncul biaya
penagihan untuk penyelesaian pekerjaan tersebut.

t.  PIHAK KEDUA akan melakukan pembersihan kaca-kaca luar yang terjangkau dengan
dimasukkan ke dalam jadwal periodik, jika dibutuhkan lembur maka akan muncul biaya
penagihan kepada PIHAK KESATU.

Halaman 6 dari 16

PERJANJIAN KERJASAMA -
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN Pihak Hesatu | Pihak Kedua
PT. AMONG MITRABAKTI UTAMA 49 ,]Q \ \,

M A Y




PASAL 8
KERUSAKAN DAN KERUGIAN

(1) Apabila selama dalam pelaksanaan pekerjaannya terjadi kerusakan dan/atau kerugian terhadap
fasilitas milik PIHAK KESATU dan/atau milik pasien PIHAK KESATU akibat kesengajaan atau kelalaian
tenaga kerja PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki
semua kerusakan atau kerugian tersebut paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak
diterimanya pemberitahuan tertulis dari PIHAK KESATU.

(2) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh
PIHAK KEDUA bahwa kerusakan atau kerugian tersebut bukan akibat dari pelaksanaan pekerjaannya,
maka PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal
ini.

PASAL 9
KECELAKAAN

(1) Apabila terjadi kecelakaan pada tenaga kerja PIHAK KEDUA pada saat melaksanakan pekerjaannya,
maka segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut sepenuhnya merupakan menjadi
tanggungjawab PIHAK KEDUA.

(2) Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan dan/atau tamu PIHAK KESATU yang diakibatkan
oleh kesengajaan maupun kelalaian tenaga kerja PIHAK KEDUA, maka segala biaya yang timbul
menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.

(3) Bilamana kecelakaan yang dimaksud di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh
PIHAK KEDUA bukan akibat dari kelalaian pelaksanaan pekerjaannya, maka PIHAK KEDUA
dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

PASAL 10
PENGALIHAN TENAGA KERJA

(1) Apabila PIHAK KESATU hendak mengangkat dan mengalihkan ketenagakerjaan tenaga kerja PIHAK
KEDUA menjadi tenaga kerja PIHAK KESATU, maka PIHAK KESATU wajib untuk memberikan
pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK KEDUA maksimal 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal pengalihan tenaga kerja ditetapkan.

(2) PIHAK KEDUA wajib untuk memberikan surat jawaban secara tertulis kepada PIHAK KESATU
mengenai persetujuan atau penolakan atas pengalihan tenaga kerja tersebut minimal 3 (tiga) hari
kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan atas permohonan pengalihan tenaga kerja yang
diberikan oleh PIHAK KESATU.

(3) Bersamaan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ayat (2), PIHAK KEDUA wajib untuk
mengeluarkan Surat Keterangan Kerja atas tenaga kerja yang bersangkutan.

PASAL 11
TAGIHAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

(1) Biaya yang disepakati oleh PARA PIHAK di dalam Perjanijian ini adalah terdiri dari biaya tenaga kerja
dan jasa perusahaan (management fee) dengan total Rp. 133.375.157,- (seratus tiga puluh tiga juta
tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) termasuk PPH.

(2) Perincian biaya dalam Perjanjian ini adalah sebagaimana terlampir pada lampiran Perjanjian ini yang
merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
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(3) Pembayaran atas biaya yang timbul dari Perjanjian ini akan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada
PIHAK KEDUA setiap bulannya setelah PIHAK KESATU menerima tagihan secara lengkap dari PIHAK
KEDUA yang meliputi:

a. Kuitansi dengan materai cukup, di dalamnya termasuk biaya tenaga kerja dan
b.  Management fee.
¢. Perincian total tagihan terdiri dari:

1. Gaji Pokok;

2. luran BPJS Ketenagakerjaan;

3. luran BPJS Kesehatan;

4. Biaya chemical dan

5. Management fee sebesar 6 %.

Rekap presensi yang ditandatangani oleh penanggungjawab PIHAK KESATU;

Salinan slip gaiji;

Surat perintah kerja untuk lembur yang ditandatangani oleh penanggungjawab PIHAK KESATU;

Kelengkapan administrasi lain seperti faktur pajak dan salinan tanda bukti pembayaran iuran

BPJS (Ketenagakerjaan dan Kesehatan); dan
h.  Penilaian kinerja bulanan.

(4) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kelengkapan dokumen sebagaimana yang ditentukan dalam ayat
(3) dengan lengkap dan benar kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya tanggal 30 (tigapuluh)
setiap bulannya.

(6) Tagihan akan dikirimkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada alamat PIHAK KESATU,
yang ditujukan pada:

a0

Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya

Peneleh, Genteng, 60274
No. Telp : 031 - 5343806
Up : dr. Fakih Nur Salimi Latief, S.H.

(6) PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap kelengkapan dan
kebenaran tagihan tersebut.

(7) PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA maksimal 14 (empat belas) hari
setelah tagihan telah diterima oleh PIHAK KESATU secara benar dan lengkap sebagaimana
ditentukan di dalam Perjanjian ini.

(8) Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KESATU melalui transfer pada rekening PIHAK KEDUA, yaitu
pada:

Nama : Among Utama
Bank : Mandiri
No Rek : 006-0010847279

PASAL 12
PENGAWASAN

(1) PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pengawasan administrasi yuridis hubungan kerja antara
PIHAK KEDUA dengan tenaga kerja yang dipekerjakan di tempat PIHAK KESATU, antara lain
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mengenai perjanjian kerja, pengupahan, kepesertaan dalam program jaminan sosial, dan hal-hal lain
yang bersangkutan dengan ketenagakerjaan.

(2) PIHAK KESATU berhak memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila hasil monitoring PIHAK
KESATU menunjukkan bahwa PIHAK KEDUA terbukti melakukan pelanggaran atas Perjanjian yang
berlaku.

(3) Sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

a. PIHAK KESATU berhak melakukan penundaan pembayaran tagihan iuran BPJS Kesehatan dan
Ketenagakerjaan, apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan salinan tanda bukti
pembayaran iuran BPJS kepada PIHAK KESATU setiap bulannya;

b. Melakukan penundaan atau pemotongan management fee kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK
KEDUA tidak membayarkan upah yang seharusnya diterima tenaga kerja;

c. Melakukan penundaan atau pemotongan management fee kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK
KEDUA tidak menyerahkan bukti pembayaran atau pemotongan pajak kepada PIHAK KESATU;

d. Pemutusan perjanjian dan/atau disertai tindakan-tindakan hukum (/ega/ action) baik secara
perdata maupun pidana; dan

e. Memberi teguran tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan
pengembangan, monitoring, dan evaluasi kerja pada tenaga kerja yang ditempatkan di tempat
PIHAK KESATU.

PASAL 13
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya jangka waktu Perjanjian seperti yang telah ditentukan di
dalam Pasal 5 Perjanjian ini;

b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur
dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya
setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu
masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran
berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari
Pihak yang dirugikan;

c. lzin usaha PARA PIHAK dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku
efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional Pihak atau izin praktik yang
bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;

d. PARA PIHAK dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada
tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap; dan

e. PARA PIHAK mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, Pengakhiran berlaku efektif
pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut
ketentuan dan prosedur yang belaku.

(2) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi
pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

(3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang
menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14
(empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat
jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut
dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.

(4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan
oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di
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dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang
melaksanakannya.

PASAL 14
FORCE MAJEURE

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut “Force Majeurée’) adalah suatu
keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang
menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda
pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi: banjir, wabah atau
bencana alam lainnya, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan,
huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara
langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan
kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib
memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan
oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force
Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya
untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah
peristiwa Force Majeure berakhir.

Apabila keadaan memaksa/ Force Majeure tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga
oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender,
maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa
Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 15
MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh PARA
PIHAK sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

NO. INDIKATOR MUTU TARGET
1. | Penilaian Kinerja Setiap bulan tanggal 5 (lima) 80 %
2. | Reliever pengganti SDM 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam 100 %
3. | Ketepatan administrasi penagihan 100 %
4. | Pelatihan internal minimal 6 (enam) kali dalam setahun 100 %
5. | Tidak ada komplain terkait SDM 100 %
6. | Presentase tingkat kekotoran <7 %
7. | Penilaian unit kerja dengan kriteria "Baik” =80 %
8. | Supervisi manajemen Pihak Kedua minimal 2 (dua) kali per bulan 100 %

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer Instalasi terkait untuk kemudian dilaporkan setiap
bulannya.

Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan oleh PARA PIHAK sebagai bahan pengambilan
keputusan terhadap kelanjutan kerjasama.
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PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa penafsiran syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini tunduk dan
berdasar pada Hukum Negara Republik Indonesia.

PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat
pemutusan Perjanjian ini.

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan
dari perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dan
mufakat dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.

Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah
tidak dapat menemukan jalan keluar, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui kantor
kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam hal terdapat proses penyelesaian perselisihan yang melibatkan PARA PIHAK, maka PARA
PIHAK wajib untuk tetap melaksanakan hak dan kewajiban

Bila masih ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK pada waktu
pemutusan perjanjian, maka PARA PIHAK harus menyelesaikannya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan
setelah pemutusan hubungan berlaku.

PASAL 17
PENGALIHAN PERJANJIAN

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk melakukan pergantian tenaga kerja secara sepihak tanpa
persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KESATU.

Hak dan kewajiban PARA PIHAK yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik
sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai
dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lain
dalam Perjanjian ini.

Pasal 18
KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan-pertanyaan atau
persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak Lain
dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung
kepada.
PIHAK KESATU:
Rumah Sakit Mata Undaan
Jalan Undaan Kulon 17-19, Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Telp :(031) 5343806 ext. 4601

Fax :(031) 5317503

Email : sanitasi.rsmu@gmail.com

Website : rsmataundaan.co.id
PIHAK KEDUA:

PT. Among Mitrabakti Utama

JI. Jend S. Parman No 4, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
Telp :(031) 877 83768

Fax :(031) 877 83768
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Email : bagusnr.among@agmail.com
Website i

(2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan
dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

(3) Apabila salah satu Pihak dalam Perjanjian ini hendak mengubah alamat/nomor telepon/email di atas
maka, Pihak yang akan mengubah alamat/nomor telepon/email tersebut wajib memberitahukan
perubahan tersebut secara tertulis kepada Pihak lain, maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum
alamat/nomor telepon/email baru diberlakukan.

PASAL 19
ADDENDUM

(1) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur
dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan
dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini.

(2) Dalam salah satu pihak menghendaki untuk diadakannya addendum sebagaimana yang dimaksud di
dalam ayat (1) Pasal ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu
kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender
sebelum pelaksanaan musyawarah untuk mufakat terkait perubahan/penambahan ketentuan yang
dikehendaki.

PASAL 20
KETERPISAHAN

Dalam hal satu persyaratan atau Pasal dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan
perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan
batalnya persyaratan atau Pasal lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian,
persyaratan dan Pasal lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi PARA
PIHAK.

PASAL 21
KERAHASIAAN

(1) Informasi Rahasia adalah seluruh informasi salinan legalitas PARA PIHAK, identitas PARA PIHAK
yang diberikan termasuk isi dari Perjanjian ini adalah bersifat rahasia, oleh karena itu keberadaan,
ketentuan, dan syarat dalam Perjanjian ini, maupun segala informasi dan keterangan-keterangan,
surat-surat, serta dokumen lainnya yang diberikan dan disampaikan berdasarkan atau sehubungan
dengan Perjanjian ini oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya harus diperlakukan sebagai
dokumen yang wajib dijaga kerahasiaannya.

(2) Bahwa PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk menggunakan ataupun mengungkapkan kepada
pihak lain diluar Perjanjian ini dengan cara apapun kecuali untuk kepentingan pelaksanaan perjanjian
ini atau karena peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal salah satu Pihak dalam Perjanjian ini diharuskan untuk mengungkap informasi rahasia
maka Pihak tersebut harus mendapat persetujuan tertulis dari Pihak lain dalam Perjanjian ini.

(4) Hal-hal yang tidak dapat dikategorikan sebagai informasi rahasia, yakni informasi yang pada
umumnya diketahui oleh publik.

(5) PARA PIHAK wajib melindungi informasi rahasia dan memperlakukannya dengan sangat rahasia dan
wajib mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencegah diketahuinya
informasi tersebut oleh Pihak yang tidak berkepentingan dalam melaksanakan Perjanjian ini.
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(6) Ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini akan terus berlaku meskipun Perjanjian telah berakhir.

PASAL 23
LAIN-LAIN

(1) Perjanjian ini tidak akan berakhir karena pergantian pejabat dari salah satu pihak, melainkan
diteruskan atau dilanjutkan oleh pejabat pengganti dari masing-masing pihak atau yang mendapat hak
dari padanya.

(2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum
Republik Indonesia.

(8) Keabsahan penafsiran dan pelaksanaan dari perjanjian ini diatur dan tunduk pada peraturan hukum
dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

(4) PARA PIHAK menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang
dicantumkan di dalam Perjanjian ini.

(5) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat
lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan
dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.

(6) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat
yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
Direktur, Direktur
RS. Mata Undaan Surabaya *«Z PT. Among Mitrabakti Utama

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
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Lampiran |

Nomor : 100/PKS/DIR/RSMU/1/2024
Nomor : 005/PKS-AMU/LGL/1/2024
Perihal : Rincian Biaya

Rincian Biaya Jasa Cleaning Service Tahun 2024

i. DIATA TENADA RERJA
A. Upah Tenaga Bulanan

Supervisor 1 4,200,479
Tunjangan 500,000
Teom Lesder 2 2,400,082
Tunjangan 2 orang 400,000
Cleaner 23 orang 86,611,017
26 orang 110,112,454
110,539,854

B. Seragam Kerja
Seragam : 26 orang X 135000 X 2 stel 585,000
SeragamKaos : 26 orang X 135000 X 2 sta 585,000
Sepalu : 26 orang X 42000 X 1 ps N [ AEm— 91,000
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Lampiran Il

Nomor : 100/PKS/DIR/RSMU/I1/2024
Nomor : 005/PKS-AMU/LGL/1/2024
Perihal : Rincian Biaya

0. PERHITUNGAN BIAYA SEWA MESIN

1 Low Speed Pofisher
2 Wet & Dry Vecuum Cleaner

58

0. PERKITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN CHEMICAL )

1 Hand Soap
2 Hand Sozp
3 Floor Cleaner
4 Porstex
5 Teft
6 Bubuk pembersth
7 Sabun Colek
8 Bayclaan
9 Pledgo
10 Pewangi Pakaian
11 Detergen
12 Kamper
*) disesucikan dengan pengiriman

TOTAL BIAYA PENGGUNAAN CHEMICAL
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975,000
285,000

1,260,000

§7,120

484,400
162,000

50,400
133,200

120,000
92,160
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Lampiran liI

Nomor : 100/PKS/DIR/RSMU/1/2024
Nomor : 005/PKS-AMU/LGL/1/2024
Perihal : Rincian Biaya

V. BIAYA SEWA PERALATAN PER BULAN

1 Single Bucket : 2 unit a 21728
2 Selang : 684 m = 61,608
3 Lobby Frame+Tangkal : 8 buah s 147,857
4 Dustpan Kecil + Sikat : 8 buash L 24,6843
§ Dugtnen Bogae : 8 bush = 30,804
6 Brush Scrub 16" Piastik : 2 buah a 33,268
7 Pad Hoider : 3 bush s 83,268
8 Kabel Roll SOM : 2 Rol = 48,205
9 Window Wiper : 7 bush . 27107
10 Window Washer : 7 bush a 27,107
11 Floor Wiper : 2 bugh s 18482
12 Gingle Duckst : 1wt = 7o
13 Danger Notico : 1 bush a 18,333
14 Lobby Framo+Tangkai : 4 bush = 60,000
16 Sapu + Dustpan H 4 bush a 28,000
16 Sapu Kecll : 4 bush s 24667
17 Brush Scrub 16° Plastik : 1 buzh = 83333
18 Kehel Roll 50 M ' 1 Ral s 31,260
19 Window Wiper : 4 bush ] 18,333
20 Window Washer : 4 bush = 18,333
21 Floor Wiper : 2 bugh o 25,000
22 Telescoplc 6 m + Rak Ball : 1 bugh a 41,897
23 Tengga Aluminium 3 M : 1 bush s 50,000
24 Rak Bgil N 1 bhurh o 13333
TOTAL BIAYA PERALATAN KERJA
V. BIAYA KEBUTUHAN CONSUMABLE PER BULAN )

1 Plastk Kuning - 45 X 55 s 200 pes = 87,800
2 Piastk Hitam -46 X 65 : 1000 pes = 438,000
3 Piastik Hitam - 60 X 80 : 600 pcs = 545400
4 Piastk Hitam - 80 X 100 : 1000 pes a 1,237,000
§ Masker : 6 box = 216,000
6 Handscoon : 2 box = 300,000
7 Kain Pel Biru : 4 buzh = 120,000
8 Lobby Duster Cotton : 3 buah = 120,000
9 Baping Pad 16° Merah : 4 bush = 312,000

TOTAL BIAYA CONSUMABLE |-~ -3 378,540 |

*) disesuatkan dengan kebutuhan
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Lampiran IV

Nomor : 100/PKS/DIR/RSMU/1/2024
Nomor : 005/PKS-AMU/LGL/1/2024
Perihal : Rincian Biaya

VI REKAPITULASI BIAYA

A BIAYA TENAGA KERJA s 111,800,854
B. PERHITUNGAN BIAYA SEWA MESIN s 1,260,000
C. PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN CHEMICAL L] 2.982.338
D. BIAYA SEWA PERALATAN PER BULAN s 937,406
E. BIAYA KEBUTUHAN CONSUMABLE PER BULAN %) a 3,378,000
s 120,358,686
6.00% MANAGEMENT FEE e 7.221,402
2.00% FPH23 a (144.428)
a 127,433,670
F. BPJS Ketenagakerjaan )
4.24% X 58,022,526 s 2,460,147
BPJS Jaminan Pensiun
200% X 58,022,328 o 1,160,447
BPJS Kesshatan
4.00% X 68,022,328 a 2,320,893
= 133,376,167
TOTAL 133,378,157

Vi HARGA KONTRAK
Harga kontrak jasa yang kami ajukan,

por bulsn sdaish
133,375,157

0L PERUBAHAN HARGA DALAM MASA KONTRAK

Parubahan harga dapat torjadi dalam masa kontrak apabia:
1 Pihak Pengguna Jasa menginginken adanya penambahan jumizh tensga
yang ditempatkan

* Harga termasuk fasiitas free untuk pembersthan kaca luar gedung lama setehun sekall
Jika ada permintagn pembersthan kaca diuar fasiitas free, maka aken muncu pensgthan

* Pihak kedua akan melalkukan pembsrsihan kaca - kaca (uar yang terfjangkau, dengan dimasukkan
e dedmi jodwed g, fie Gl dus el aurie s naras peroyien

XK. PAJAK

Pelaporan pajak sejumiah nilal MANAGEMENT FEE,
dan dipotong sebesar 2% dari nilal MANAGEMENT FEE
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